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Tidak (dapat dipungkiri bahwa perusahaan merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara,
sehingga diperlukan suatu tatanan hukum yang mengatur perusahaan (hukum perusahaan) termasuk di
dalamnya ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Perlindungan
hukum terhadap pemegang saham minoritas mutlak diperlukan karena hubungan intern perusahaan yang
pada dasarnya adalah hubungan antar organ perusahaan akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan
stakeholders lainnya. Adanya kecenderungan pemegang saham mayoritas memanfaatkan kedudukannya
secara tidak bertanggung-jawab dapat terjadi melalui mekanisme dalam Rapat Umum Pemegang Saham
yaitu dengan memanfaatkan asas one share one vote, misalnya melakukan dominasi melalui Direksi, dimana
kebijakan Direks berpihak kepada pemegang saham mayoritas yang dapat menyebabkan perusahaan hanya
sebagai alter ego atau alat untuk kepentingan pemegang saham mayoritas yang tidak beritikad baik.

Bentuk dominasi lain misalnya pemegang saham mayoritas adalah juga Direksi atau Komisaris perusahaan
yang bilamana tidak dijalankan tanpa moral hazard akan memungkinkan terjadi piercing the corporate veil
atau melakukan tindakan ultra vires yang melalui lembaga retifikasi akan disahkan sebagai suatu tindakan
perusahaan yang boleh jadi akan merugikan pemegang saham minoritas, stakeholders lainnya atau
perusahaan itu sendiri. Kesewenang-wenangan pemegang saham mayoritas dapat pulaterjadi dalam
likuidasi perusahaan dimana dasar pembubaran atau likuidasi tersebut tidak dilakukan secara transparan.
Dalam kaitan ini pemegang saham minoritas perlu memahami kedudukan atau hak-haknya, termasuk
penggunaan asas one share one vole yang berkaitan erat dengan asas majority rule sebagai salah satu pilar
hukum perusahaan yang jika diberlakukan tanpa perlindungan yang memadai bagi pemegang saham
minoritas dapat mengakibatkan kedudukan yang tidak seimbang. Dalam kaitan ini terdapat beberapa upaya
yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas untuk meneegah terjadinya kesewenang-wenangan
oleh pemegang saham mayoritas, misalnya melaui pembuatan perjanjian antar pemegang saham, penerapan
hak-hak pemegang saham minoritas, seperti personal right dan derivative right yang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas antara lain Pasal 30 ayat 3, Pasal 54 ayat
2, Pasal 55 ayat |, Pasal 85 ayat 3, Pasal 98 ayat 2 dan juga penerapan dan berpedoman pada doktrin-doktrin
hukum yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu
transparansi, akuntabilitasi, keadilan dan responsibilitas.
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